
BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 16 TAHUN 2O1S

TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mendukung kepesertaan
Program Jaminan Sosial, diperlukan langkah konkrit
dengan memaksimalkan pengaturan dan penegakan
hukumnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun
2OA4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaSQ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S%fl;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2}lt tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor 116, Tambahan
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Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi
Ke{a Selain Pen-rrelenggara Negara dan Setiap Orang,
Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran
Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SaSl);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57laJ;



,.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2O1S tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Ttra (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5716), sebagaimana tetah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor LgT , Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OIT tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas penyeienggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun
2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten pamekasan Tahun
2016 Nomor 10);

1 1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Keq'a Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2Ot6 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan

sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya
disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial.

6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan
tenaga kerja atau penyelenggara negara yang
mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji,
upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
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7. Pengusaha adalah orang atau badan yang melakukan
kegiatan usaha dengan tujuan mencari keuntungan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik,
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang
mempekerjakan tenaga keq'a dengan tujuan untuk mencari
keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik
negara.

IA. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan
perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

1 1. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar
menurut suatu pe{anjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagl
Peke{a dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau
jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II
KEPESTERTAAN

Pasal 2

Peserta Jaminan Sosial terdiri atas:
a. pemberi ke{a;
b. pekerja, baik yang menerima upah maupun yang mandiri;

dan
c. pegawai kontrak/honorer yang diangkat dengan Keputusan

Bupati, Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

Peserta Program Jaminan Sosial wqjib:
a. memberikan data gaji atau upah yang diterima;
b. membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung

jawabnya secara rutin; dan/atau
c. melunasi tunggakan iuran.
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BAB III
PELAYAITAN PERIZINAN

Pasal 4

(1) Setiap pengusaha yang akan mempe{panjang atau
mendaftar ulang penzinan, wajib memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pengusaha juga diwajibkan melampirkan
rekomendasi kepesertaan dari BPJS Ketenagakedaan dan
BPJS Kesehatan.

BAB TV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

(1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dikenakan sanksi tidak
mendapatkan pelayanan publik tertentu.

(2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perizinan terkait usaha;
b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
d. izin perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh; atau
e. izin mendirikan bangunan (IMB).

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
2418
KASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Maret 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 16

pada


